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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Manusia di mana-mana dan pada zaman apapun selalu hidup bersama, hidup 
berkelompok-kelompok.Sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua 
orang, suami-istri ataupun ibu dan bayinya.Dalam sejarah perkembangan manusia tak 
dapat seorang pun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, 
kecuali dalam keadaan terpaksan dan itupun hanyalah untuk sementara waktu.Hasrat 
untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia, merupakan suatu 
keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya.Hidup bersama sebagai perhubungan 
antara individu berbeda-beda tingkatannya, misalnya hubungan suami isteri dalam rumah 
tangga, keluarga, suku bangsa-bangsa dan rumah tangga dunia (C.S.T Kansil, 2000: 3-4). 
Adapun yang menyebabkan manusia selalu hidup bermasyarakat ialah antara lain 
dorongan kesatuan biologis yang terdapat dalam naluri manusia, misalnya: (C.S.T Kansil, 
2000: 6) 
1. Hasrat untuk memenuhi keperluan makan dan minum 
2. Hasrat untuk membela diri 
3. Hasrat untuk mengadakan keturunan 
Oleh karena salah satu penyebab manusia selalu hidup bermasyarakat adalah adanya 
hasrat untuk mengadakan keturunan, manusia akan melakukan perkawinan. Indonesia 
telah memiliki pengaturan mengenai perkawinan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan.Meskipun telah melakukan perkawinan, ada 
kemungkinan kalau suami isteri tersebut tidak dikaruniai keturunan.Oleh karena itu, 
Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan juga telah mengatur perihal terkait suami 
yang ingin memiliki isteri lebih dari satu atau poligami dengan alasan-alasan yang telah 
diatur di dalam Pasal 4 undang-undang tersebut. 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya disebut 
Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami, yakni asas yang hanya 
membolehkan seorang laki-laki mempunyai satu orang istri dan seorang wanita hanya 
boleh mempunyai seorang suami. Namun, pada bagian lain dinyatakan bahwa dalam 
keadaan tertentu, poligami dapat dibenarkan.Berbeda dengan sistem hukum Barat yang 
melarang poligami secara mutlak.Hukum islam termasuk Undang-Undang Perkawinan 
dan Kompilasi Hukum Islam memberi kemungkinan atau tepatnya membolehkan 
poligami bagi orang tertentu, dengan alasan tertentu, dalam keadaan tertentu, dan dengan 
syarat tertentu pula. Diantara syarat-syarat yang dimaksud ialah bahwa poligami 
dilakukan harus atas sepengetahuan isteri atau isteri-isteri yang telah ada, berkemampuan 
secara ekonomis dan memperoleh izin dari pengadilan yang berwenang (Baharuddin 
Ahmad, 2008 : 120-121). 
Di dalam Al-Qur’an, Allah SWT hanya sekali membicarakan kebolehan poligami, 
yaitu Q.S An-nisa (4):3. Secara eksplisit, ayat ini memang membolehkan seorang laki-
laki untuk menikah dengan lebih dari satu orang.Kebolehan yang dimaksud, hanya 
dibatasi dengan empat orang isteri, di samping dengan syarat harus mampu berlaku adil 
kepada mereka (Agus Sunaryo, 2010: 2-3). 
Saat ini, praktik poligami banyak dilakukan oleh masyarakat dengan tidak lagi 
mengarah pada misi kemanusiaan dan keadilan. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya 
kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang muncul, serta masih banyaknya 
praktik poligami sirri dengan jumlah istri yang lebih dari empat (Agus Sunaryo, 2010:3) 
.Poligami yang marak terjadi di kalangan masyarakat kita, tidak semua orang mengetahui 
dengan jelas bagaimana sebenarnya perkawinan poligami itu terjadi dan sah secara 
hukum (baik perundang-undangan yang dibuat oleh negara maupun menurut hukum 
syari’at Islam)(Emma Nayly Syifa, STAIN, 2011: 4). Dengan dimasukkannya poligami 
ke dalam peraturan perundang-undangan, hal ini membuktikan bahwa kesadaran 
masyarakat akan pentingnya legalisasi dalam ranah kehidupan berumah tangga semakin 
meningkat, khususnya terkait dengan kontrol dan pengendalian praktik poligami oleh 
pemerintah. Sampai di sini, persoalan mengenai poligami tampak seperti telah 
terselesaikan.Padahal, beberapa fakta di lapangan menunjukkan bahwa persoalan tersebut 
masih menyisakan banyak sekali persoalan, mulai dari budaya masyarakat yang tidak taat 
hukum, peraturan perundang-undangan yang dinilai penuh ambiguitas, serta sosialisasi ke 
masyarakat yang kurang memadai (Agus Sunaryo, 2010: 3-4). 
Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka bagi suami yang akan berpoligami harus 
memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) Jo Pasal 57 
Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada 
seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri 
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan 
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan 
Tampaknya alasan-alasan ini bernuansa fisik kecuali alasan yang ketiga.Terkesan 
karena seorang suami tidak memperoleh kepuasan yang maksimal dari isterinya, maka 
alternatifnya adalah poligami. Namun demikian ternyata Undang-Undang Perkawinan 
dan Kompilasi Hukum Islam juga memuat syarat-syarat untuk kebolehan poligami 
(Baharuddin Ahmad, 2008 : 126).  Memperhatikan Pasal-Pasal yang membolehkan untuk 
berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut 
oleh Undang-Undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogamy mutlak, melainkan 
disebut monogami terbuka atau monogami yang tidak mutlak.Poligami ditempatkan pada 
status hukum darurat (emergency law), atau dalam keadaan yang luar biasa (extra 
ordinary circumstance). Disamping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan 
penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan) (M. Yahya Harahap, 1975 : 
25-26). 
 Syarat-syarat berpoligami diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 
Jo Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan: Untuk dapat 
mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat berikut: 
a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri 
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-
isteri dan anak-anak mereka 
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak 
mereka 
Untuk membedakan persyaratan yang ada pada Pasal 4 dan Pasal 5 adalah, pada Pasal 
4 disebut dengan persyaratan alternative, artinya salah satu harus ada pada isteri untuk 
dapat si suami mengajukan permohonan poligami. Sedangkan Pasal 5 adalah persyaratan 
kumulatif, dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami 
(Baharuddin Ahmad, 2008 : 89). 
Sehingga apabila seorang suami bermaksud hendak beristri lebih dari seorang, maka 
ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti 
dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kepada Pengadilan Agama di 
daerah tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan 
surat-surat izin yang diperlukan. Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal 
sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan 
Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan isteri 
yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi 
pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan agama memberikan 
penetapan yang berbentuk izin untuk beristri lebih dari seorang kepada pemohon yang 
bersangkutan (PMA Nomor 3/75) (Mohd. Idris Ramulyo, 2002: 184). 
Tabel.1 Tabel Data Poligami di Kota Surakarta. 
Lokasi 2015 2016 2017 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. 
Jebres 
_ _ _ 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. 
Pasar Kliwon 
_ 1 3 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. 
Laweyan 
_ _ _ 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. 
Serengan 
_ _ _ 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. 
Banjarsari 
_ 1 1 
Pengadilan Agama Surakarta 4 3 4 
 Sumber: Laporan tahunan dari masing-masing KUA dan Pengadilan Agama 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam hal pengajuan izin beristeri 
lebih dari satu (poligami) tidak ada masalah, kerana dari pihak Kantor Urusan Agama 
(KUA) pun tidak mau menikahkan laki-laki yang akan melakukan poligami tanpa adanya 
izin dari Pengadilan Agama. Namun, alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon (suami) 
dalam hal mengajukan izin beristeri lebih dari satu (poligami) terdapat 
ketidaksesuaian.Tidak sedikit alasan yang diajukan tersebut tidak sesuai dengan alasan-
alasan yang diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan.Akan tetapi, hakim juga mengabulkan permohonan izin beristeri lebih dari 
satu (poligami) tersebut walaupun alasan yang diajukan tidak sesuai dengan yang diatur 
di dalam Pasal 4 undang-undang perkawinan. Sehingga, patut diduga bahwa dalam 
praktiknya, hakim dalam memberikan izin beristeri lebih dari satu (poligami) hanya 
karena isteri pertama telah memberikan izin kepada sang suami untuk berpoligami dan 
mengabaikan ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
 
